
-SALINAN-

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RELOKASI DAN PERUBAHAN NAMA “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS”
MENJADI “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO”

KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASMAT,

Menimbang : a.

b.

c.

d.

bahwa perpindahan Rumah Sakit Umum Daerah Agats
diperlukan karena kondisi bangunan kayu yang sudah tidak
memadai untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Asmat;

bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah membangun Rumah
Sakit dengan konstruksi beton di area yang memadai untuk
pelayanan kesehatan;

bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit yang sesuai
standar dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan
yang bermutu kepada masyarakat Asmat, maka perlu
melakukan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten
Asmat disertai dengan Perubahan Nama Rumah Sakit Umum
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Asmat tentang Relokasi dan Perubahan Nama
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom
di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang…………../2
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3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni
dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9.

10.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang…………../3
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11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

12. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Perizinan Bidang Perumasakitan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelengaraan Perizinan Berusahan Berbasis Resiko;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20.

21.

22.

Peraturan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor
3);

24. Peraturan Daerah………./4
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Asmat Tahun 2021 Nomor 4);

25. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RELOKASI DAN PERUBAHAN NAMA “RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AGATS” MENJADI “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERPETUA J. SAFANPO” KABUPATEN ASMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Asmat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas
teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau
kabupaten/kota di bidang kesehatan.

7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten
Asmat yang merupakan rumah sakit kelas D yang dimiliki dan
diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Asmat yang
memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit,
yang berbentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di
Kabupaten Asmat

BAB II
RELOKASI DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 2
Padas saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini Rumah Sakit Umum
Daerah di Kabupaten Asmat dipindahkan dari Jalan Misi Nomor 1. Bis
Agats, Kecamatan Agats Kabupaten Asmat ke Jalan Zegward, Bis
Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat.

Pasal 3
Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini Rumah Sakit Umum
Daerah Agats di Kabupaten Asmat berganti nama menjadi Rumah
Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo Kabupaten Asmat.

BAB III…………./5



5

BAB III
PROSES RELOKASI DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 4
Proses relokasi melibatkan semua unsur organisasi pemerintahan
daerah di Kabupaten Asmat yang berkaitan dengan perijinan,
kekuatan hukum serta kelayakan lokasi yang baru sebagai Rumah
Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat

Pasal 5
Proses perubahan nama tetap mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang berlaku hingga dikeluarkannya Ijin Operasional RSUD
dan Kode Satker RSUD sesuai nama yang baru.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diataur dalam
peraturan Direktur

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 09 Mei 2022

BUPATI ASMAT
ttd

ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
Pada tanggal 09 Mei 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ttd
ABSALOM AMIYARAM, S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690410 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n.Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT

KEPALA BAGIAN HUKUM

ISMAIL, SH
PENATA TK.I

NIP. 19781209 201104 1 001


